
 

 

 

 

S A L I N A N 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA 

NOMOR  61  TAHUN 2018 

TENTANG 

 PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA  

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor  47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

 

 



 

 

 

 

  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 229, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  

5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 

tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

 

 

 



 

 

 

 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

  13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

31 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

125); 

  16. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah 

Tahun 2016 Nomor 9); 

  17. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 

2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran 

Daerah Tahun 2017 Nomor 5); 

  18. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 

7); 

 

 

 

 



 

 

 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2017. 

 

 
Pasal 1 

Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:  

1. Pendapatan 

 a.  Pendapatan Asli Daerah Rp 482.740.846.005,72 
 b.  Dana Perimbangan Rp 1.677.613.805.095,00 

 c.  Lain-Lain Pendapatan Daerah 

 Yang Sah 

Rp 72.225,568,713,69 

 Jumlah Pendapatan Rp 2.232.580.219.814,41 
 

2. Belanja 
 a.  Belanja Tidak Langsung Rp 956.570.842.028,58 

  1. Belanja Pegawai Rp 399.097.699.119,66  

  2. Belanja Bunga Rp 0,00 

  3. Belanja Subsidi Rp 20.908.428.314,00 

  4. Belanja Hibah Rp 207.772.761.030,00 

  5. Belanja Bantuan Sosial Rp 1.825.500.000,00  

  6. Belanja Bagi Hasil kepada 

Provinsi/Kabupaten/Kota dan 
Pemerintah Desa 

Rp 

 

133.939.197.286,00  

  7. Belanja Bantuan Keuangan  

kepada Provinsi/Kabupaten/ 
Kota dan Pemerintahan Desa 

Rp 

 

193.027.256.278,92  

  8. Belanja Tidak Terduga Rp 0,00  

 b.  Belanja Langsung  Rp 1.497.618.015.373,45 

  1. Belanja Pegawai    Rp 149.652.795.704,50 

  2. Belanja Barang dan Jasa  Rp 692.750.956.674,47 

  3. Belanja Modal    Rp 655.214.262.994,48 

 Jumlah Belanja Rp    2.454.188.857.402,03 

 Surplus / (Defisit) Rp      (221.608.637.587,62) 

3. Pembiayaan Daerah   

 a.  Penerimaan Rp 361.674.577.270,52 

 b.  Pengeluaran Rp 0,00 

 Pembiayaan Netto Rp 361.674.577.270,52 

 Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (Silpa) 
Rp 140.065.939.682,90 

 

 
 

 



 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara 
Kepala Biro Hukum, 

 

 

 
 

 

DJOKO ISWORO,S.H.,M.H. 
NIP. 196209151988031002 

 

Pasal 2 
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 3 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran. 

 

Pasal 4 

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

3 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 

Pasal 6 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi 

Kalimantan Utara. 

 

 

 

 

 

 

Ditetapkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 29 Agustus 2018 

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA, 
 

ttd 

 
IRIANTO LAMBRIE 

 

Diundangkan di Tanjung Selor 

pada tanggal 29 Agustus 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA, 

 

       ttd 
 

SYAIFUL HERMAN 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2018 NOMOR 61 

 

 


